
PROSPEK PENGEMBANGAN INDUSTRI GULA 
NASIONAL

Tim Kajian dan Analisis Kebijakan:

Julia Forcina Sinuraya

Lidya Rahma Shaffitri

Sri Suharyono

Esty Asriyana Suryana

Hari Hermawan

PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN KEMAJUAN DAN CAPAIAN 
KEGIATAN ANALIS KEBIJAKAN



I. PENDAHULUAN (Latar belakang, Tujuan, 
Metode)

II. HASIL TEMUAN SEMENTARA

III. KESIMPULAN SEMENTARA

IV. REKOMENDASI SEMENTARA/ISU 
KEBIJAKAN

V. RENCANA TINDAK LANJUT

OUTLINE



I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG FOKUS KAJIAN

Upaya peningkatan produksi
tebu dalam rangka mendukung
kebijakan Swasembada Gula 
Konsumsi tahun 2024/2025, 
khususnya penyediaan Gula 
Kristal Putih (GKP)

Gula merupakan barang kebutuhan 

pokok (tercantum dalam Perpres 
Nomor 71 Tahun 2015 jo. 59 Tahun 
2020) dan salah satu komoditas

strategis nasional

Produksi gula belum dapat memenuhi
kebutuhan gula nasional

Program intensifikasi gula (rawat
ratoon dan bongkar ratoon) belum
berdampak

Program revitalisasi PG masih belum
mampu mendorong produksi gula 
nasional

TUJUAN

Tujuan umum:
memahami dinamika produksi dan 
konsumsi gula nasional

Tujuan khusus:
1. mengidentifikasi kinerja industri

gula nasional
2. mengidentifikasi kebijakan dan 

permasalahan yang terjadi pada 
industri gula nasional

3. mengetahui prospek dan strategi 
pengembangan industri gula 
nasional

4. merumuskan alternatif kebijakan
yang mendukung pengembangan
industri gula nasional

Program ekstensifikasi terkendala 
lahan



Permintaan dan Penawaran Gula Nasional (000 ton) 2015-2020

Sumber: Ghani, 2020 (diolah dari data hal 122)

Permintaan = konsumsi gula domestik 
(Industri makanan/minuman dan 
rumah tangga

Penawaran = produksi GKP bahan baku 
tebu dari PG BUMN dan PG Swasta

Berita CBNC Indonesia (1 Maret 2023)
Dirjen Industri Agro Kemenperin
menyatakan bahwa kebutuhan gula 
nasional tahun 2023 baik untuk
konsumsi maupun industri
diperkirakan mencapai 7 juta ton, 
sementara produksi sekitar 2 juta ton.



Metodologi

KERANGKA PEMIKIRAN

Sumber: Sawit 2010 (dimodifikasi)
Gambar 1. Pola Produksi, Perdagangan, dan Konsumsi Gula di Indonesia



Ruang Lingkup

Komoditas yang dianalisis
fokus kepada gula 
konsumsi yaitu gula yang 
dikonsumi oleh rumah
tangga, horeka (hotel, 
restauran, dan katering), 
serta IKM (industri kecil
menengah)

Lokasi Kajian dan 
Responden

Lokasi kajian:
Kabupaten Malang, 
Provinsi Jawa Timur

Jenis dan Sumber 
Data

Jenis data:
Data primer dan sekunder
Sumber data:
Data primer ➔ in depth 
interview dan FGD dengan 
stakeholder terkait
Data sekunder ➔
BPS, FAOSTAT, dan Instansi
lingkup pertanian (pusat/
provinsi/kabupaten/kota), 
dan instansi terkait
pertanian lainnya yang 
relevan, serta jurnal
(nasional/internasional)

Metode Analisis

▪ Tabulasi dan SWOT
▪ Penentuan skala

kuadran dilakukan
dengan pembobotan
pada setiap variabel
dan skoring dengan
subjektifitas tim
mempertimbangkan
temuan dan hasil
analisis tabulasi
dinamika dan kinerja
gula nasional.

Metodologi (lanjutan)

Responden:
Ditjenbun, Kementerian 
Perindustrian, 
Kementerian 
Perdagangan, Asosiasi 
Gula Indonesia, APTRI, 
PG, P3GI, KUD, dan 
petani tebu



II. HASIL TEMUAN SEMENTARA

Koordinasi dan Diskusi terkait Prospek Pengembangan Industri Tebu dengan

stakeholder terkait : 

• Ditjen Perkebunan - Subdit Tebu, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah

• NFA/Bapanas - Rapat koordinasi pembahasan dampak penyesuaian HAP gula 

konsumsi terhadap inflasi

• Kementerian Perdagangan

• Kementerian Perindustrian

• Asosiasi Gula Indonesia 

• Dinas Perkebunan Prov. Jawa Timur

• Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

• Asosiasi Petani Tebu Rakyat

• PT. PG Rajawali I

• P3GI - Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia

• KUD Karang Ploso dan KUD Bululawang Kab. Malang

• Petani Tebu



Tujuan 1.

Kinerja Industri Gula Nasional
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Pada tahun 2022, luas areal milik PR mengalami
penurunan yaitu sebesar 6,9%. Berbeda dengan PBN 
yang mengalami peningkatan luas lahan yang cukup
tajam (62,43%) jika dibandingkan dengan peningkatan
luas lahan milik PBS (0,07%)

Di tahun 2022, produksi tebu pada lahan PR mengalami
penurunan sebesar 4,31%. Penurunan produksi juga 
terlihat pada lahan milik PBS yaitu sebesar 9,48%. Di 
tahun yang sama, produksi pada lahan PBN justru
mengalami peningkatan sebesar 53,39%

Sumber: Statistik Perkebunan 2022-2023



a. Luas areal tebu selama sepuluh

tahun terakhir (2010-2020) 

cenderung menurun rata-rata -

0,4% per tahun.

b. Luas perkebunan tebu di Indonesia 

Tahun 2022 mencapai 488.900 

hektare (ha). 

c. Secara rinci, tahun 2022 luas areal 

tebu yang berskala besar

mencapai 249.800 ha. Sementara, 

perkebunan tebu yang dikelola

rakyat tercatat seluas 239.100 ha

Pemerintah mencanangkan swasembada gula nasional baik untuk konsumsi dan industri, juga

program Bioetanol dari tebu untuk ketahanan energi. Bioetanol tebu diharapkan dapat memperkuat

ketahanan energi Indonesia, sekaligus meningkatkan motivasi petani dan pabrik gula sehingga dapat

meningkatkan kuantitas dan kualitas tebu yang dihasilkan.

https://dataindonesia.id/tags/perkebunan


Sumber: Ditjenbun, 2021



Sejak tahun 2020, belum

ada penambahan jumlah

PG di Indonesia (AGI, 

2023).
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PERBANDINGAN RENDEMEN GULA PADA PABRIK GULA DI 
JAWA DAN LUAR PULAU JAWA TAHUN 2019 - 2023

Jawa Luar Jawa

a. Rata – rata rendemen PG 
swasta di Pulau Jawa adalah
7,37%

b. Rata – rata rendemen PG 
BUMN di Pulau Jawa adalah
7,27%

c. Rata – rata rendemen PG 
swasta di luar Jawa adalah
7,45%

d. Rata –rata rendemen PG 
BUMN di luar Jawa adalah
6,24%

Secara umum, rendemen PG swasta
lebih tinggi dari PG BUMN yang 
berlokasi baik di Pulau Jawa
maupun Luar Pulau Jawa



Kondisi Pasar Gula Dunia

a. Berdasarkan data Bank Dunia, pada Mei 2023 rata-rata harga gula global (raw sugar) mencapai USD 0,56 per kilogram (kg) 

(Rp8.389/kg).

b. Harga tersebut naik 5,6% dibanding April 2023 (month-on-month), melonjak 30,2% dibanding Mei 2022 (year-on-year).
c. Harga gula global melonjak karena sejumlah faktor, salah satunya kecemasan akan peristiwa El Nino, dan pasar khawatir

terhadap persediaan gula dunia yang diperkirakan turun pada musim 2022/2023 disebabkan produksi gula di India, China, 

Thailand, dan sejumlah negara di Uni Eropa turun.

Harga Per Juli 2023
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Harga Gula Domestik Harga Gula Dunia

a. Rata – rata harga gula dunia 
mengalami peningkatan sejak tahun
2020 sampai tahun 2023

b. Pertumbuhan harga gula dunia pada 
tahun 2020 – 2023 sebesar 16,63%

c. Pertumbuhan harga gula domestik
pada tahun 2020 – 2023 sebesar
3,80%



1. Kementerian Pertanian terus

melakukan upaya peningkatan

produksi gula konsumsi melalui pola

ekstensifikasi maupun intensifikasi

2. Untuk mengejar kebutuhan gula 

konsumsi nasional, Ditjenbun sudah

menyiapkan lima strategi, yaitu (1) 

identifikasi kesesuaian lahan baru

untuk tebu, (2) pemanfaatan lahan

HGU yang terlantar, (3) revitalisasi

pabrik gula, (4) investasi pabrik gula 

baru, dan (5) perbaikan pola

kemitraan antara pabrik gula dengan

petani tebu.

3. Selain penanaman, pendekatan

intensifikasi dilakukan melalui

bongkar ratoon seluas 75 ribu ha dan 

rawat ratoon seluas 125 ribu ha. 

4. Berdasarkan data hasil Taksasi Awal Tahun 2023 target produksi gula tahun 2023 adalah sebesar 2,74 juta ton. Apabila target 

produksi sebesar 95% dari angka taksasi, estimasi produksi gula sebesar 2,6 juta ton.

5. Pada tahun 2023 ini jumlah pabrik gula yang aktif adalah sebanyak 59 pabrik gula dari 24 perusahaan gula yang ada di 

Indonesia



Tujuan 2.

Kebijakan dan Permasalahan yang Terjadi pada 
Industri Gula Nasional



Regulasi Industri Gula Tebu

a. Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

b. Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

c. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang

Pertanian

d. Peraturan Menteri Pertanian No. 53 tahun 2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu

Giling yang Baik

e. Peraturan Menteri Pertanian No. 68 tahun 2013 tentang Pemberlakukan Standar

Nasional Indonesia Gula Kristal Putih Secara Wajib

f. Peraturan Menteri Perdagangan No. 1 tahun 2019 tentang Perdagangan Gula

Kristal Rafinasi

g. Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian

di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen

h. Peraturan Menteri Perindustrian No. 3 tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan

Bahan Baku Industri Gula Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional

i. Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan No. 593/TI.050/E/7/2019 tanggal 19

Juli 2019 perihal Penerapan Sistem Pembelian Tebu (SPT)

j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan

Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar

Nabati (Biofuel)



Prognosa Gula Konsumsi Nasional Januari-Desember2023

a. Badan Pangan Nasional (NFA) menyesuaikan harga acuan pembelian gula konsumsi di tingkat produsen dan harga acuan penjualan gula

konsumsi di tingkat konsumen. Langkah tersebut diambil lantaran harga gula di dalam negeri meningkat seiring dengan kenaikan harga pupuk,

bahan bakar minyak, dan sejumlah komponen lain.

b. Berdasarkan data Panel Harga Pangan NFA per 10 Mei 2023, harga rata-rata nasional gula konsumsi di tingkat pedagang eceran Rp 14.420/kg.

Harga rata-rata gula tertinggi berada wilayah Papua, yakni sebesar Rp 16.100/kg, sedangkan terendah di Jawa Timur, yakni Rp 13.330/kg.



Kebijakan Potensi Permasalahan

Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia 
No 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di 
Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, 
Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging 
Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi

HPP gula konsumsi Rp11.500/kg
HAP gula konsumsi ritel modern Rp13.500/kg
HAP gula konsumsi ritel modern Rp14.500/kg

1. Tahun 2023 diharapkan ada HPP baru
2. Harga lelang gula petani masih dibawah HPP
3. Pada saat lelang gula petani, ada industri yang 

mengijon tebu petani (membeli sebelum barang 
diproduksi) dengan harga dibawah HPP.

4. Ada perusahaan yang membatasi harga lelang 
tertinggi yaitu maksimal Rp12.500/kg.

Surat Edaran (SE) NFA No. 159/TS.02.02/K/6/2023 
tentang Harga Pembelian Gula Kristal Putih di Tingkat 
Petani (SE ini sudah memenuhi permintaan APTRI) 
meskipun belum terbentuk peraturan NFA tentang HPP 
dan HAP terbaru

1. Ada PG yang menjual gula petani dengan sistem ijon 
atau sebelum gula diproduksi yang menguntungkan 
pedagang tetapi merugikan PG dan petani. Sehingga 
perlu ditetapkan HPP dan pelarangan ijon.

2. HPP masih dianggap APTRI masih renadh, usulan 
BPP Rp13.649/kg dan HPP Rp15.014/kg



Tujuan 3.

Prospek dan Strategi Pengembangan Industri 
Gula Nasional



A.Peningkatan Produksi Gula Tebu

Gula tebu masih memiliki prospek untuk pengembangan kedepan dengan 

melakukan:

i. Penggunaan varietas unggul yang didasarkan pada tipologi wilayah 

dan komposisi kemasakan yang seimbang antara masak awal, masak

tengah, dan masak akhir, sehingga rendemen gula yang diperoleh

dapat optimal sesuai tipologi lahan dan spesifik lokasi. Contoh di Kab. 

Malang dominan ditanam varietas BL yang merupakan tebu masak 

tengah ke akhir. Sehingga pada saat awal musim giling, rendemen 

rendah.

ii. Usaha tani tebu membutuhkan kecukupan benih, pupuk, saprodi, dan 

tenaga kerja agar dapat meningkatkan produksi. Saat ini petani tebu 

kesulitan dalam pemenuhan pupuk dan tenaga kerja. Mekanisasi juga 

diperlukan untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja.



iii. Petani saat ini lebih tertarik menjual tebu dengan SPT berdasarkan 

bobot dibandingkan SBH karena sistem rendemen yang 

diberlakukan PG adalah rendemen rata-rata, sehingga tidak ada 

insentif bagi petani.

iv. Kebebasan pola tanam bagi petani menyebabkan konversi lahan ke 

komoditas lain tinggi, sehingga kebutuhan bahan baku PG 

terganggu. Regulasi pemerintah diperlukan untuk mendukung 

keberhasilan peningkatan produksi tebu.

v. Klasterisasi (zonasi) PG dan sumber bahan baku tebu perlu 

dilakukan kembali, jarak ideal antara PG dan kebun tebu 60 km.

vi. Persaingan antar PG dalam pemenuhan bahan baku menyebabkan 

kondisi tebu MBS tidak terpenuhi karena tebu wara-wiri. Hal ini 

menyebabkan tebu kering dan berpengaruh kepada rendemen.



vii. Biaya operasional PG maupun petani meningkat akibat adanya 

persaingan yang tidak sehat dalam pembelian tebu. PG menjadi 

tidak efisien.

viii. Program bongkar ratoon dapat meningkatkan produksi tebu, tetapi 

sering sekali pelaksanaan program tidak tepat waktu.

ix. Penyediaan benih/bibit tebu memerlukan waktu 6-8 bulan sebelum 

penanaman, sehingga tidak dapat tersedia setiap saat.

x. Tebu merupakan tanaman tahunan sehingga program yang 

dilakukan tidak efektif jika hanya dalam jangka waktu satu tahun 

anggaran, perlu dilakukan secara multiyears minimal 4 tahun.

xi. Perhitungan konsumi gula perlu dilakukan lebih cermat agar dapat 

diperoleh kepastian produksi dan impor yang tepat.

xii. Peran Lembaga riset masih dibutuhkan untuk pengembangan 

varietas dan budi daya petani tebu.



B. Peningkatan Gula Berbasis Bahan Baku Non-Tebu

Pengembangan gula non-tebu masih terbatas pada skala kecil → hanya untuk

kebutuhan khusus (kesehatan), belum dapat menutupi kebutuhan gula

konsumsi maupun industri. Beberapa permasalahan dalam pengembangan gula

non-tebu ini adalah: identifikasi terkait sumber benih, pasar, dan biaya produksi.

Untuk mendukung kebijakan pengembangan gula nasional berbahan baku non-

tebu, kebijakan/program yang dapat dilakukan antara lain:

a. Pewilayahan industri gula berdasarkan jenis bahan baku yang akan

dikembangkan.

b.Penyediaan sumber benih dan industri pengolahan gula non-tebu.

c. Bimtek budi daya komoditas non-tebu.

d.Sosialisasi konsumsi gula non-tebu, utamanya yang berkaitan dengan

manfaat bagi kesehatan. Agar efektif, sosialisasi perlu berbarengan dengan

upaya penyediaan produk gula non-tebu di pasar secara masif.



Analisis SWOT Sementara



Kode Strengths / kekuatan Jumlah Rating bobot SKOR
(bobot x rating)

I1 Dukungan peraturan (perpres No.40 Tahun 2023) 9 5 0.07 0.31 

I2 Dukungan pemda terkait bimtek dan pendampingan 10 5 0.08 0.38 

I6 Dukungan pembiayaan bagi petani tebu 6 3 0.05 0.14 

I7
Ketersediaan lahan tebu yang memiliki produktivitas di atas rata-rata 
produksinya 8 4 0.06 0.24 

I9 Tersebarnya pabrik gula di Indonesia 7 4 0.05 0.19 

I10
Pengguna teknologi pada proses penggilingan di sebagian pabrik gula untuk 
peningkatan efisiensi produksi gula 8 4 0.06 0.24 

Total Kekuatan 48 1.50 

Faktor Internal: Kekuatan (S)



Kode Weaknes / kelemahan Jumlah Rating bobot SKOR
(bobot x rating)

I3 Jumlah pabrik gula cenderung mengalami peningkatan 6 3 0.05 0.14 

I4 Kualitas GKP yang dihasilkan memiliki SNI yang setara dengan gula rafinasi 10 5 0.08 0.38 

I5 Dukungan akses pasar internasional 10 5 0.08 0.38 

I8 Upah petani tebu yang cukup murah 9 5 0.07 0.31 

I11
Infrastruktur jalan di beberapa daerah yang menjadi penghambat mbilitas petani
tebu dan keberlangsungan pabrik gula untuk mencapai kapasitas maksimal 7 4 0.05 0.19 

I12
Ketidaksesuaian varietas tebu dengan lokasi penanaman yang menyebabkan
rendemen tebu rendah 7 4 0.05 0.19 

I13 Biaya Operasional pabrik gula yang tinggi (upah tenaga kerja, gaji pegawai, dll) 6 3 0.05 0.14 

I14 Biaya Investasi untuk revitalisasi PG yang tinggi 8 4 0.06 0.24 

I15 Plasma nutfah tebu yang sudah jenuh 10 5 0.08 0.38 

I16 Litbang yang masih lemah terkait budidaya tebu 10 5 0.08 0.38 

Total Kelemahan 83 2.73 

Total IFAS 131 1.00 4.23 

selisih (nilai IFAS) -1.23

Faktor Internal: Kelemahan (W)



Kode Oportunitis / peluang Jumlah Rating bobot SKOR
(bobot x rating)

E1 Gula merupakan salah satu komoditas strategis Nasional 9 5 0.06 0.29

E2
Pertambahan populasi penduduk sehingga kebutuhan gula 
terus mengalami peningkatan 10 5 0.07 0.36

E3 Peningkatan variasi jenis makanan dan minuman manis 6 3 0.04 0.13

E4 Peningkatan jumlah UKM/UMKM makanan dan minuman manis 7 4 0.05 0.18

E5
Peningkatan produksi tebu sebagai dampak dari peningkatan luas lahan 
untuk komodutas tebu di tahun 2021-2022 4 2 0.03 0.06

E7 petani tebu memiliki pengalaman yang cukup lama dalam berusahatani 8 4 0.06 0.23

E8

adanya teknologi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas 
tebu
(ex: teknologi juring ganda) 5 3 0.04 0.09

Total Peluang 49 1.33

Faktor Eksternal: Peluang (O)



Kode Threats / Ancaman Jumlah Rating bobot
SKOR

(bobot x rating)

E6 Harga gula lokal yang cukup bersaing dengan gula impor 9 5 0.06 0.29

E9
Adanya perubahan pola konsumsi sebagian masyarakat dengan alasan kesehatan
(mengurangi potensi diabet/mengurangi konsumsi gula) 7 4 0.05 0.18

E10 adanya kenaikan bahan bakar minyak 8 4 0.06 0.23

E11 adanya pengurangan subsidi pupuk yang menyebabkan kenaikan biaya pokok produksi 9 5 0.06 0.29

E12
harga gula impor yang lebih murah menjadi di-insentif bagi petani tebu untuk 
menanam tebi secara berkelanjutan 8 4 0.06 0.23

E13 konversi lahan tebu untuk komoditas lain seperti tanaman pangan dan hortikultura 8 4 0.06 0.23

E14
berkurangnya jumlah petani tebu (terutama petani milenial) akibat arus urbanisasi ke 
daerah perkotaan 8 4 0.06 0.23

E15 perubahan iklim (cuaca) 9 5 0.06 0.29

E16 keterbatasan sumber komoditas substitusi gula tebu (bit, gula kelapa, aren, stevia, dll) 9 5 0.06 0.29

E17 kurangnya insentif bagi petani tebu yang menghasilkan rendemen tinggi 5 3 0.04 0.09

E18
kapasitas giling tebu yang terbatas karena masih banyak pabrik gula yang 
menggunakan teknologi lama 4 2 0.03 0.06

E19 manajemen pabrik gula yang belum efisien 6 3 0.04 0.13

Total Ancaman 90 2.54

Total EFAS 139 1.00 3.87

selisih (nilai EFAS) -1.21

Faktor Eksternal: Ancaman (T)



Sw
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0 1 2-2 -1
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(-1,23; -1,21)
Kuadran 4

Strategi W-T

Mendukung Strategi Defensif

SW Nilai IFAS -1.23

OT Nilai EFAS -1.21

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman. 
Strategi WT bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dengan menghindari ancaman eksternal.



III. KESIMPULAN SEMENTARA

1. Kinerja industri gula nasional berbasis tebu masih memiliki potensi untuk

dikembangkan. Petani maupun PG masih dapat meningkatkan kapasitas produksi

dengan dukungan sumber daya.

2. Pemetaan areal tanam tebu, zonasi PG, kesesuaian varietas unggul, dan peningkatan

pemanfaatan teknologi tebu modern perlu dilakukan agar peningkatan produksi dapat

tercapai. Pembangunan PG yang tidak sesuai dengan kondisi bahan baku menyebabkan

persaingan tidak sehat dan inefisiensi.

3. Prognosa konsumsi gula kristal putih di tingkat rumah tangga diperlukan untuk

perhitungan neraca gula yang menjadi dasar penyediaan gula impor. Tren konsumsi GKP

rumah tangga yang semakin menurun merupakan potensi untuk meningkatkan pasokan

GKP untuk industri sehingga penyerapan gula domestik dapat optimal. Mengingat

harga gula dunia yang terus meningkat, menyebabkan bahan baku gula rafinasi juga

meningkat sehingga membebani struktur biaya produksi di sektor industri.

4. Adanya keterbatasan anggaran untuk membiayai riset penyediaan benih/bibit tebu dan

budi daya tebu yang sesuai dengan GAP.



IV. REKOMENDASI SEMENTARA/ISU KEBIJAKAN

1. Kebijakan pemerintah terhadap ketersediaan pupuk, saprodi, dan permodalan sangat

diperlukan. Pemerintah melalui penugasan Dirjen Perkebunan dan sinergitas antar instansi

terkait lainnya fokus melakukan kegiatan pengembangan tanaman tebu, melalui (1) upaya

intensifikasi dengan cara memberikan bantuan seperti pupuk, benih varietas unggul, teknologi

pengelolaan tebu modern, sehingga biaya pokok produksi (BPP) petani tidak terlalu tinggi dan

masih mendapatkan keuntungan yang layak dari usahataninya, serta (2) bongkar ratoon dan

rawat ratoon perlu tetap dilakukan. Pemerintah (Kementerian Pertanian) mendorong

Bank/Lembaga keuangan formal yang ditunjuk, untuk memberikan kemudahan kepada petani

dalam mengakses KUR dengan bunga yang kompetitif, yang nantinya dapat dimanfaatkan

oleh petani untuk pembiayaan BPP diluar saprodi, seperti tebang angkut, dan upah tenaga

kerja serta biaya transportasi. Pemerintah (Kementerian Pertanian) mendorong kerja sama

antar petani dengan Perhutani dalam pemanfaatan lahan tidur atau lahan Perhutani melalui

kerja sama pengelolaan lahan untuk mengurangi biaya sewa lahan.



2. Perlunya kembali ditetapkan regulasi terkait zonasi pengembangan industri

gula dan pola tanam yang tepat agar ketersediaan bahan baku terpenuhi,

regulasi dapat diatur oleh Pemda setempat.

3. Bapanas dapat melakukan perhitungan besaran konsumsi gula dengan lebih

akurat sehingga dapat diperoleh data perkiraan produksi dan impor.

4. Pembiayaan bagi Lembaga Riset yang dulunya pernah diperoleh dari PG,

tetapi saat ini menggunakan dana dengan usaha sendiri. Jika memungkinkan

kedepan dapat diperoleh dengan adanya sharing dari harga gula, besaran

Rp5/kg gula dianggap sudah memadai untuk digunakan membiayai riset.



V. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Penyusunan Telaahan Staf dan Policy Brief pertama (sudah disampaikan ke Kapus melalui Koordinator 
Program dan Evaluasi)



2. Pengolahan lanjutan data SWOT dan Penyusunan Policy Paper

3. Penyusunan Policy Brief kedua




